PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINASKOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Y ogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi @jogjakota.go.id
HOTLINE SMS: 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Tribun Jogja Hari: Kamis Tanggal: 14 September 2017 Halaman: 13

| Jokowi Siapkal

garan hingga akhir semes-

SERAPAN Anggaran Penda- begitu dia
patan Belanja Daerah (APBD) terhwmmmida optimistis serapan
mvemmnimuuni persen. anggaran akan ting-

17 belum melebihi angka “Kalau bagus bisa seki- gi. Terlebih akan banyak

Menurut Kepa- tar 50-an (persen) lebih. Tapi  belanja modal dj triwulan

hﬂhﬁa Pendapatan karena banyak DAK (Dana tiga dan empat, seperti un-
‘lolaan Keuangan dan Aset Alokasi Khusus) jadi tergang-  tuk membayar proyek fisik
(DPPKA) DIY Bambang Wisnu

gu, serapannya kurang,”
Handoyo, pa_mempm ang- ujamya.
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Jokowi Siapkan
® Szmbungan Hal13

dan lainnya.

Sebelumnya, rendahnya
serapan anggaran ini sempat
menjadi perhatian Presiden
Jokowi. Rendahnya serapan
APBD di sejumlah kabupa-
ten/kota, membuat Jokowi
geram. Karena itu, disiap-
kan sanksi bagi kepala dae-
rah yang masih minim serap-
an belanja APBD-nya.

“Sanksi itu yang akan disi-
apkan. Karena sampai hari
ini saya lihat di rekening ma-
sih ada Rp220 triliun yang
berada di rekening-rekening,
baik di BPD (Bank Pemba-

ngunan Daerah) maupun di
bank-bank lain,” kata Jokowi

Menurut Jokowi, dengan ti-
dak terserapnya APBD, maka
akan mengganggu sistem
perekonomian daerah, Se-
bab anggaran tersebut sa-
ngat dibutuhkan masyarakat
dalam rangka realisasi pem-
bangunan di daerah.

“Uang ini ditunggu rakyat,
ditunggu realisasinya, Kalau
uang itu bisa beredar di pa-
sar, bisa beredar di daerah,
itu akan sangat membantu
pertumbuhan ekonomi,” kata
Jokowi.

Oleh karena itu, Joko-
wi menegaskan perlu ada-
nya sanksi bagi kepala dae-
rah yang serapan APBD-nya

masih di bawah rata—rata.
Namun dia enggan menje-
laskan sanksi seperti apa
yang nantinya akan dibe-
rikan, “Ada sanksi, Nanti
akan kitg siapkan,” ujamya
singkat.

Diketahui, dalam APBD
DIY 2017 pos belanja total
sebesar Rp5,20 triliun, yang
terdiri dari belanja tidak lang-
sung sebesar Rp2, 77 triliun.
Sementara itu untuk belan-
ja langsung sebesar Rp2,42
triliun.

Sementara itu, dalam
Rencana APBD Perubahan
2017, berdasar dari data

- angka yang disampaikan

Gubernur dalam Nota Ke-
uangan Perubahan APBD

2017 pos belanja berku-
rang.

Jika sebelumnya direnca-
nakan sebesar Rp5,20 trilli-
un, menjadi Rp 5,14 triliun
setelah perubahan. Belan-
Ja tidak langsung menjadi
Rp2,58 triliun setelah peru-
bahan.

Sementara belanja lang-
sung mengalami kenaikan,
setelah perubahan menjadi
Rp2,55 triliun. Belanja-ba-
rang dan jasa yang sebelum
perubdhan Rp1.19 triliun
menjadi Rp1,28 triliun sete-
lah perubahan. Sedangkan
untuk belanja modal sebe-
lum perubahan Rp1,04 tri-
liun menjadi Tp 1,09 triliun
setelah perubahan. (dnh)

e — __#__-!_— —— —
Instansi Nilai Berita Sifat Tindak Lanjut
1. BPKAD Netral Biasa Untuk Diketahui

Y ogyakarta, 30 September 2024

Kepala

lg. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005



mailto:upik@jogjakota.go.id
http://www.jogjakota.go.id
http://www.tcpdf.org

